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Abstract

The article discusses about the role ofpublic Moslemfinance institution viewed in the
context of economicpublic endeavor. Thisproblem emerges inpublic because thepublic Moslem
finance institution inIndonesia does not take inpartproportionallyjet to createpublicprosperity
inIndonesia whereas the research ofthe Language andLiterature CenterinXJINIjSjarifHidayat-
ullah andFord Foundation results that the potention offunds (Zakat, Infak, Shodaqoh)
anddonation ofMoslems inIndonesia (amount^ 19.3 billions) managed bj thepublicMoslem
finance institution can be usedforpeopleprosperity. Besides, it issupported with the big number
ofMoslems in Indonesia. Therefore, there are two important things to befocused on this article.
First, why can*t thefundinpublicMoslemfinance institution, likeTlS anddonation, inlndonesia
be more ^cient in a maximum way to reali^ theprosperity^ Then, how to develop thepublic

finance institution in Indonesia?
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A. Pendahuluan

Di tengah kehidupan ekonomi yang serba sulit, teiutama pasca kenaikanharga
BahanBakarMinyak (BBIvQ, memaksa masyarakat Indonesia untuk beipikir ekstra
keras. Harga barang-barang serba naik, bahan kebutuhan pokok naik melambung,
sementarapendapatan masyarakat masihbelum sebandingdengan tdngkat kebutuhan
pokok.Bahkanseringterjadi pemutusanhubungankerja ^HK) secara besar-besaran.^
Kondisi inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di
Indonesia.Badan Pusat Statistikmendefinisikan kemiskinan sebagaiketidakmampu-
anuntukmemenuhislandarkebutuhan hidupminimum yangmeliputi pangan, sandang,
papan,kesehatan, pendidikan, transportasi dan anekabarangsertajasalainnya.^Jumlah
penduduk miskin di Indonesia semakinmeningkat mulai tahun 2001? Krisis ekonomi

1998meningkatkan jumlahorang miskin menjadi24,23 persen.Tahun 2006, jumlah
orang miskin turun menjadi 17,8persen. Namun, angkaini masih lebih tinggidaripada

jumlahorang miskin tahun 2005, (16 persen).Di pedesaan,kemiskinan kianmenyeruak

karena pemilikan lahan produksi kian sempit Ini mendorong pengangguran terse-

lubung atau melahirkan buruh-buruh baru di sektor pertanian, menyemai bibit ke

miskinanyang berkembang.^
Dari data inilah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam diajak

menggali pemikiran ekonomi Han sumber keuangan yang berdasarkan nilai-nilaiHan

ajaran Islam. Islam, sebagaiagamamoral, tertantang tidak sajauntuk menghancutkan

ketimpanganstruktur sosialyang terjadi saat ini, melainkanjugaberkehendakuntuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya sebagai agama

dengan tiiki elitis"normatif yang sama sekali tidak memilikikepedulian sosial, tetapi
Islam secaraintegral berpretensi untuk turut berp^tisipasi Hakm berbagai problem
sosial-kemasyarakatan. Selainitu, Islam jugaagamakeadilan, hal ini karenakandungan-

nya terhadap dta-dta keadilan sosialyangmengejawantah dalamdoktrin-doktrinnya.
Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, ketidakseriusan penanganan ter-

' "Wakaf Produktif: SebuahAltematif Untuk Pemberdayaan Uma^' http://wnnv.pkpu.or.idi
aTlikellite.php?id= lO'&no—IGlaccessed 17Oktober2007 10:46:11 GMT.

^Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 1999 dalam Edy Suandi Hamid, 'EkonomiIndonesia:
DariSentralisasi keDeseniralisasi, (Ybgyakarta: UII Press, 2005),hal 92-93.

' Menurut Data dan Informasi Badan Pusat Statistik Tahun 2003, Penduduk Mskin Indonesia
tahun2001 berjumlah 35,952 jutajhra,tahun2002 berjumlah 38,394 jutajiwa dantahun2003 berjumlah
37,339 jutajiwa, lihatEdySuandi Hamid, 2006, Ekonomi Indonesia, haL 96.

*Dikutip dari htip:/!yudhitc.wordpnss.com!2007!061191sosiai-kompas-yudhit-ciphardiani yang
direkampada 18November 2007 13:26:52 GMT.
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hadap. nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa* yang tersebar di seluruh
tunah airmerupakan sikap yang bedawaoan dengan semangat dankomitmen Islam
tediadap solidaritas kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam halini, adabeberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin
kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara sistem
kex^ang^n Islam adayang bersifat wajib ^larus dilaksanakan) seperti zakat adapula
yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa sistem keuangan
Islamtersebut dewasa ini tengah masyarakat muslimdi berbagai belahan
dunia. TetapiIndonesia sebagai negara berpendudukmuslim terbesar, untuk pen-
distribiiRian zakat, tnfak^ sedekah dan wakaf belum terlaksana sesuat yang diharap-

Ican. Padahal Indonesia telahmemiliki Undang-undang (UU) soal zakat.®
Selain itu,menuruthasil penelitian PusatBahasa danBudaya UIN Syarif Hidayat-

nlliih dan Ford Foundation, potensi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan wakaf
umat Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan imtuk kesejahteraan masyarakat
mencapai Rp 19,3 dalam bentuk barang Rp 5,1 triliun danuangRp 14,2 triliun.
Jximlah dana sebesaritu, sepertiganya masihberasaldari zakat fitrah (Rp 6,2 triHun)
dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun.®

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dalam hal

inipengdolaan dan^i publikolehLembaga KeuanganPublikIslamyangdi dalamnya
ada Filantropi Islam secaranmnm terdiiidari institusizakal^ infak dan sedekah ^IS)
dan waka^ belum mampu secara optimal betperan sebagaisumber dana untuk me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat hidonesia, padahalpotensi dana ZIS dan wakaf

sangat memungkinkan pelaksanaannya.
Dari paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa persoalan yang merupakan

problemyangharus dicadkan solusinya. Permasalahan tersebutadalah sebagai berikut:

1. Mengapa dana di Lembaga Keuangan Publik Islam seperti ZIS dan wakaf di

Indonesia belum berperan secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat?

2. Bagatmana memberdayakan Lembaga Keuangan Publik Islam di Indonesia?

®Republika, 2003, 'Totensi ZakatMasyarakat Belum Tergali", Jumat, 11 Juli 2003, hf^://
iimnv.hahl^de.infolcontentlviewl45Ql46l accessed 23 Okt ober 200709:19:43 GMT.

^A?ynfn:afHi 'T)igknfsnfi Fflantmpi Islam rfan Tnnl SnrtPty" dalam BerdemaUntukSemto:
Wacana dan PraMkFilantropihiamy (Jakarte: PBB, Ford Foundation, danTeraju, 2003) haL xxiiL lihat
jugaffesilPenelitian PBR UIN SyarifHidayatuIIah danFordFbtmdation, 2003, Fbilantrofd Untuk Keadilan
SosiaL StudiKasmMayarakatMuslim Indonesia,
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Untuk memudahkan menjawab persoalan tersebut diatas, kajian inimengguna-
kan paradigma positivistdk yang disebut juga dengan paradigma fakta sosiaL Dalam
paradigma inifenomena sosial dipahami sebagaimana fenomena aTam sehingga kajtan
inibertujuan untuk menjelaskan (explanation) mengapa suatu peristiwa terjadi.' Dalam
halini adalah fakta sosial sehubungan dengan peran Lembaga Keuangan Publik Islam
yang mengelola dana ZIS dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
di Indonesia belum berperan secara optimal.

Sedangkan untukmemformulasikan pemberdayaan Lembaga Keuangan Publik
Islam di Indonesia, digunakan metode analisis kontekstualisasi, yaitu peinaknaan
kontekstual yangdisamakan denganmelihat keterkaitan masalampau,masa kini dan
masa yang akan datang.® Dalam hal ini penulis mendeskripsikan keterkaitan feno
mena LembagaKeuangan Publik Islam yangmengelola dana ZIS dan wakaf d^lam
makna historis masa dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksi atau
mengantisipasi makna dikemudian hari.

B. Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Mewujudkan Kesejah
teraan

Sistemkesejahteraan sosialyang berakar dalam tradisi Islam {the Islamic welfare
effort) merupakan bagian dari agenda yang ikut mewarnaiinteraksi antara Islam dan
negara di Indonesia. Proses akomodasi negara terhadap sistem kesejahteraan sosial
Islam mulai menguat pada akhir pemerintahan Orde Baru dengan pemberlakuan
UU No. 38/1999 tentang pengelolaan 2akat. Undang-undang ini menjadi dasar
hukum yang menempatkan sistem kesejahteraan sosial Islam sebagai bagian penting

dari kebijakan dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Gerakan muslim Indonesia untuk memasukkan sistem kesejahteraan sosial

Islam ke dalam sistem kesejahteraan nasional memiliki ciri khas dibandingkan de

ngan negara-negara muslimlain.Jika di negara-negara sepertiPakistan,Sudan,Saudi
Arabia dan Malaysia imajinasi tentang sistem ekonomi Islam sangat berpengaruh,

maka gejalaserupa tidak dijumpai di Indonesia. Alih-alih ekonomi Islam, dta-dta
menerapkan Islam sebagai ideologi negara merupakan dasar untuk menempatkan

pengelolaan dana zakat di bawah tanggung jawab inheren negara. Tidak heran jika

' Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodolqgi Penelitian Sosia!A^ma, ceL ke-2, (Bandung: PT
RemajaRosdakaiya, 2003),haL 92-93.

®Noei^ Muhajii^ Metodolo^ Peneliiian Kualitatif, Edisi III, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998),haL 178.
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di Indonesia sistem kesejahteraan sosial Islam^ khususnya betkaitan dengan zakat,
kerap k^lt menjadi satu isu sentral dalam ketegangan politik antera Islam, dan negaia.

Berdasat hasil penelitian PBB UIN dan the Ford Foundation (FF) ditemukan
beberapa fakta yang menarik. Diantaranya, bahwa masyarakat muslim Indonesia
mpmiltld tingkat kedermawanan yang tinggi dan dil-mdasi oleh motivasi spiritual.
Sedangkan motivasi sosialnya masih rendab.' Dari hasil studi kasus inisecara umum
ditemukan bahwa otoritas agama masih sangat kuat melegitimasi wacana dan praktik
pembayaran ZIS dan wakaf. Artinya masyarakat muslim di Indonesia sangat kuat
dipengaruhi motif dan tujuan keagamaan yang dipahami dalam kerangka ketertun-
dukan kepada doktrin-doktrin keagamaan menurut tafsir klasik dalam ajaran ber-
derma. Yaitu, berderma adalah ibadah dan caramendekatkan dirikepada Allah swt
melalui aktivitas-aktivitas bantuan karitatifkepada orang-orang miskin. Salah satu

persoalannya ada pada formalisme zakat.
Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif,^® tanpa memper-

Vi<irilrqn efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat Akibatnya, semangat keadilan
ekonomi dal^m implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarabkan
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena iamerupakan kewajiban
dori Tuhan.Bahkan, tidaksedikit muzakki yangmengeluarkan zakatdisertaimaksud

untuk menyucikan harta atau supaya hartanya bertambah (berkah). Ini artinya,
muzakki membayarkan zakat untukkepentingan subyektivitasnya sendtri. Memang
tidaksalah, tapi secara tidaklangsung, substansi dari perintah zakat serta efeknya
bagi perekonomian masyarakat menjadi terabaikan."

Meskipun demikian terdapat suatu persepsi yang positif mengenai konsep
keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan, namun secara umum paradigma

' Hasilpenelitian PBBUIN SyaiifHidayatuUah dan Ford Foundation Tahun 2003, VhHantropi
UntukKeadilan Sosiak StudiKasus Masyarakata Muslim Indonesia.

QS.Al-Taubah (9): 60yangartinya: Sesung^hnya s(akat-s^katituhar^alah untuk orang^angfakir,
oran^rang miskin, pengurw-pen^rus s^akat,paramu'alltrf,yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orangyang berhutang, untukjalanAllah dan orang-orangyang sedang dalampetjalanan, sebagai sesuatu
ketete^anyang diwegibkanAllah, danAllah Maha Mengetahui laff Maha Byaksana.

" QS.Al-Baqarah: 177yangartinya: Kebafikanitubukanlahmenghadapkantviyahmukeiimurdanbarat,
tetapi sesungguhrya hbcgikan ituadalah beriman kepadaAllah, hart kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi, memberikan hartayang dicintairya kepada kerabat, anak-anakyatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukanpertolongan), orangyg meminta-minta, memerdekakan budak, mendirikan shalat dan menunaikan
Z(akat.... lihat juga QS. All Imran: 92 yangartinya: Kamu sekali-kali tidaksampaipada kebc^kan (yang
sempuma), sebelum kamu ment^kahkan (dijalanAllah) sebahqgan harta yangkamu dntoL Danapastjayang
kamunafkahkan, makasesungguhrya AllahMahaMengetahuL
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keadilan sosial inibelum terintegrasi ke dalam konsep maupun praktik keagamaan
dalam pembayaran ZIS dan wakaf di Indonesia.

Yangpeilu dilakukan adalah proses sosialisasi bahwa motivasi sosial semesti-
nya lebihditekankan dengan berlandaskan padamotivasi spirituaL Sementara mobili-
sasi dana ZIS dan wakaf melalui Lembaga Keuangan Publik Islam atau organisasi
ZISterbentur dengan fakta bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi prinsip secreQi
(kerahasiaan) dalam menyumbang, dan jugamasih meragukan trust dati Lembaga
Keuangan Publik Islam atau organisasi ZIS yang ada. Sedangkan, distribusi ZIS
masih berorientasi pada aspekkaritas atausosial yangtidak bisadikembangkan untuk
kegiatan produktif dalamrangka pemberdayaan ekonomimasyarakat. Dengan kata
lain, distribusi dana di Lembaga Keuangan Publik Islam untuk tujuan mewujudkan
kesejahteraan masyarakat belum berperan secara optimalatau masih sangatlemah.

Model pendistribusian dana yang tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan
sosial juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi Hqliim zakaL
Tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakat kepada faqir dan miskin
tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level ke
sejahteraan mereka atau tidak. Muzakki mungkin hanya berpikir tentang hukum,
bahwa cukup baginyamengeluatkan zakat, sehingga kewajibannya sebagaimuslim
gugur. Di sinilah pentingnyaamildalamproses penyaluranzakat Lembagaamilyang
profesional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (fundraising) serta

pendistribusiannyadapat dilakukansecara efektif dan efisien.Salahsatu membuatnya

efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Susah-

nya,kadang-kadang menganggap amilhanyasekedar sebagaipos pengumpul zakat,
tanpa tuntutan kerja optimal untuk usahafundraising dan pola pendistribusian dana

yang profesional.

Berkaitan dengan penguatan posisi amil ini, peningkatan profesionalisme lem-
baga-lembaga zakat adalah factor kund. Profesionalisme ini meliputi upaya proaktif
dakm fundraising dengan dua tujuan: meningkatkan pendapatan dana zakat dan

meningkatkan jumlah otang sadar zakat Termasuk profesionalisme lembaga zakat
adalahmengoptimalkanpengelolaandana zakat untuk pemberdayaanekonomi dan
peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial
ekonomi yang baik, sehinga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran
d^fia zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi lembaga-lembaga zakaL

daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.
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Denganmemperhatikaii hal-hal tersebut di atas, zakatakan lebih berman£aat
bagipeningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyaiakat luas. Sudah saatnya
pengelolaan dana zakat mengikuti misi profetik yang diemban Nabi, yaitu misi

pok elit tertentu. Barangkali negata masih beluin mampu membebaskan din dan
kungkungan monstei-tnonstec ekonomi ^obaL Namun dengan ajatan Muhammad,
umat Islamdapatmengilhami pemenntab di negeri inibagaimana carabefdin di atas
kiild sendiridan melepaskanekonomi Indonesia dan neoimpenalisme negara-negara

kapitalis. Salah satunya melalui manajemen zakatprofessional agar tercapaikesejah
teraan masyarakat."

Sehubungandenganhal tersebut^pabila dicah Uteratur ekonomi, temyata
terminologi "kesejahteraan'* memilikibanyak pengertian. Definisi "kesejahteraan"
dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materialis mumi

yang menafikan ketetkaiton ruhaniah. Konsep '^kesejahteraan" yang memasukkan
tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendis-

kusikan secara ilmu ekonomi apa hakikat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagai
mana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi

tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti mated semato,

tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-
ekonomi, kesudan kehidupan, kehormat^ individu, kehormatan harta, kedamaian

jtwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat
Konsep kesejahteraan lahir batin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila

unsur-unsur beiikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat
terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomitidak terlalu mtncoXok^full empl(^ent
(tidak adanya pengangguran usia produkti^, keadilan dfllam distribusipendapatan
dankekayaan, stabilitas ekonomidicapai tanpa beban hutang luar neged yangberat;
tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapatdiper-
baharui tidak tinggi, dankerusakan ekosistem yang dapatmembahayakan kehidupan
tidak terjadi

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pulahal-hal sebagai berikut, yakni
telah terwujudnya tingkat solidadtas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tang-
gung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia

Dani Muhtada, Rekonseptualisasi Zakat Untuk "Keadilan, Koordinator Lembaga Amil Zakat
MIIAS (Masyarakat IslamAustralia Selatan) 2006-2007, I^didatDoktor,AusAID fellow pada Flinders
University Australia http!//www.fumahzakat.org/detail.php?id=3772/ accessed tanggal 21 November
200717:32-36 GMT.
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lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-
janda,penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta
pertikaian menyangkut SARA.

Untukmencapai konsep kesejahtefaan tersebut, setiap orangbaiksebagai anggota
masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintahan
diharuskan mengorbankan kepentingan pribadidemimemenuhi kemaslahatan sosial
dilingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup bermasyarakat^ ataudidalam bidang
pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya
tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya."

Meski betpeluang memainkan peran lebih besar di masa depan, namun secara
umum kita belum benar-benar yakin akan kemampuan Lembaga Keuangan Publik
Islam dalam merespon problematdka sosial secara efektif karena kapasitas yang
masih terbatas dibandingkan denganproblemadka sosial yangmaha kompleks. Dari
sekian lembaga, ditemukan sejumlahhal yangmenjadi kelemahanmendasar seperti
rendahnya kuaUtas sumberdaya manusia dan lemahnya kapasitas organisasi dan
manajeriaL Bdum melembaganya mekanisme pertanggungjawaban publikyangstendar
juga menjadi fenomena umum Lembaga Keuangan Publik Islam.

' Keterbatasan ini berdasar pada kenyataan bahwa Lembaga Keuangan Publik
Islam belum memiliki tradisi kelembagaan yang kuat. Kultur Lembaga Keuangan
Publik Islam sebaHknya lebih mengandalkan relasi inter-personal dan kapasitas
individual. Padahalsubstansiperan LembagaKeuanganPublik Islamuntuk pember-
dayaanekonomi masyarakat lebih berorientasipada penguatan institusi dan sistem.
Dalam konsep Lembaga Keuangan Publik Islam untuk kesejahteraan, sumberdaya

yang dikumpulkan ditiijukan untuk menopang kegiatan yang mengarah kepada

perubahan sosiaL Perubahan tersebut hanya dapat Hilaknkjtn dengan strategi peng-

organisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik yang baik. Karenanya
kultur Lembaga Keuangan Publik Islam yang personal tidak dapat diandalkan untuk

melakukan tugas-tugas tersebut.

Konstruk Lembaga Keuangan Publik Islam yang demikian itu terbentuk akibat

kuatnya pengaruh doktrin. Dalam Islam, doktiin memberi ruang seluas-luasnya bagi

kebebasanindividual dalammempraktikkanberderma. SejakmasaawalIslam,2akat,

" MenuiutA1 GhazaH kesejahtetaan (\faslabah)dad suatumasj^iakat teigantungkepadapencadan
dan pemeliharaan lima tujuan dasatyaitu, agama, hidup/jiwa, keluaiga/keturunan, harta /kekayaan,
intelektual/akal. la menitikberatkan bahwakesejahtetaan sesuai tuntunanwahyuadalahkebaikan dunia
dan akhirat, lihat Adiwannan A. Kadm, EkotiomMikroIs/ami, edisi ke-3, (Jakarta; PT Raja Gravindo
Petsada,2007).



Perafi Juembaga Keuangan Puhlik Islam 25

infakHan sedekah ^IS) dibayarkan langsung olehmuzaki kepada mustahik, sebagian
lainnya dihimpunoleh penguxus masjiddan tokoh agama. Polaberderma semacam
inirelevan denganstruktur sosial ketdka pola itu cukupkredibel di mataumat.Pasal-
nya, dalam Islam akuntabilitas personal mendapat resonansi sangat kuat dalam
dokttin. Realitas ini mungkin dapat menjawab pertanyaan mengapa kedetmawanan
Islam tidak tampil dalam format kelembagaan yang kuat sehingga perlu dorespon
Lembaga Keuangan Publik Islam yang kuat secata sistemik.

C. Pembetdayaan Lembaga Keuangan Publik Islam di Indonesia

Secarahistoris dapat diketahuiperan RasuluUah, Sayidina Abu Bakar,Khalifah
Umat bin AbdulAzizmemperoleh mengembangkan danazakatuntukmeningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Begitu besamya kebijakan di bidang zakat sebagai
sumber pendapatan untuk subsidi silanglangsungyang dapat meningkatkan daya
beli, sehinggameningkadcan permintaan dan akhirnyameningkatkanproduksvyang
merupakan salah satu faktor pertumbuhan,ekonomi suatu negara. Kebijakan peng-
elolaanzakat yanglangsungdikendalikan pemerintahan temyala mampu mengarah-
kan pada sasaran dan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini
tidak terlepas'dari pengelolaan yang bersih, bebas dari korupsi dan manipulasi.

Salah satu rekomendasi Konferensi Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT) ke
2 yang berlangsung di Padang yaitu mendesak dibentuknya kementerian zakat

Rekomendasi tersebut disambut DPR dengan mendesak dibentuknyaDlljj^^ zakat

Hal ini sebagai bentuk tekanan adanya keseriusan pemerintah untuk mengkoordinir

pengelolaan Lembaga Keuangan Publik Islam atas potensi zakat tersebut. Kementeri
an mempunyai jangkauan kebijakan yang sangat luas. Sehingga diharapkan adanya
penerimaan zakat yang optimal dan tepat guna.

Karena dalam hal ini masyarakat Indonesia tidak boleh terlalu lama mendam-

-bakan kesejahteraan baiksecara ekonomi dan spirituaL Agendayangsangatmendesak
untuk mewujudkan hal itu adalah merevitalisasi peran Lembaga Keuangan Publik
Islamdi Indonesia. Meskipun agenda ini,dipersepsikan utopisbagisebagian masyarakat
Indonesia.^"^

" Daimavt^ Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesyahteraan, Qakarta: Pustaka
LP3ES,2006), hal.8.

Hasil penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah danFoid Foundation Tahun 2003, Vhilantropi
TJntuk Keadilan Sosiak StudiKasus Ma^arakata Muslim Indonesia,
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Pada saat ini para penggiat kajian di bidang Lembaga Keuangan Publik Islam
mulaimengembangkan konsep pengelolaan untuk tujuan kesejahteraan, tidaksemata
—mata untuk didistribusikan pada aspek sosial atau karitas {chari^ saja. Ridwan al-

Makasary,'̂ misalnya, mendefinisikan karitas sebagai pelayanan {services)', Lembaga
KeuanganPublik Islamtermasuk ^ntropi kesejahteraan,sebagai advokasi. Singkat-
nya,menurut Ridwan "advokasiversus servis". Selainitu LembagaKeuanganPublik
Islam termasuk juga filantropikesejahteraan jugamengupayakan perubahan sistem-
sistem (seperti kebijakan publik) yang tidak mendukung kesejahteraan, dan juga
merubah relasi-relasi kekuasaan yang saat ini eksis antara warga negara dalam

relasinya dengan pihakpemerintah, sektor usahadan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSlvQ. Poin penting yang lain dari Lembaga Keuangan publik Islam termasuk
filantropi kesejahteraan adalah bersifat jangka panjang dan kegiatannya berorientasi
publik dankolektif. Selain itu,Lembaga Keuangan Publik Islam termasuk filantropi
kesejahteraan bertujuan untuk mengatasi struktur-struktur ketidakadilan sosial, dan
juga mempromosikan perubahan sosial pada institusi-institusi. Sementara kantas,
lebih bersifat jangkapendek dan individual.

Al-Qur*an, sebagai way of life, mengartikulasikan konsep kedermawanan
(filantropi) dengan istdlah seperti sedekah dan 2akat. Di dalam perintah berderma
tersebut terkandung idealkemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling
memperkuat Artinya, dengan tindakan filantropi, seorang muslim menunjukkan satu
etos keagamaan yang tidak saja menjadi koreksi secara sosial, tetapi juga
merefleksikan, suatu niki moral dan spiritual yang mengarah kepada pencapdan
kesejahteraan individu, komunitas dan masyarakat secara menyeluruh. Karenanya,
tidak mengherankan jika al-Quran acap menganjurkan umat Islam, khususnya si
kaya, untuk perduh kepada si miskin papa. Karenanya, di dalam ajaran Islam,
menyantuni anakyatim, janda miskin, orangyang terbelit hutang dan orang yang
kekurangan adalah satu tugas religius yang luhur setara dengan perintah shalat
sebagai tiang agama. Singkatnya, derma yang ditunaikan kepada si miskin takpelak
merupakan ibadah hori2ontaL Aktivitas berderma inilah yang disebut sebagai'
filantropi Islam {Islamic ^hilanthrophy).

Lembaga Keuangan Publik Islam yang didalamnya ada Filantropi Islam secara
ntrtnm tprdiri c\nr\ institusi 2akat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf. Dalam ajaran

Islam, ZIS mengandung pengertian yang sama dan acap digunakan secara bergantdan,
atau dapat dipertukarkan, untuk maksud yang sama, yaitu berderma. Dalam ayat
60, surat al-Taubah, yang sering dirujuk sebagai ayat berderma, tidak mengintrodusir
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istikh zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tataran diskursus penggunaan istilah
Zakat, Infak dan Sedekah mengandung makna yang spesifik dan berbeda- Zakat
sering Hiartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta yang sifatnya wajib
dan salah saturukun Islam sertaberdas^kan perhitungan yang tertentxi. Infakacap
merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besat
Hqrt zakat. Biasanya dimaksudkan untukkepentinganjii sabilillahy dalam arti sarana,

misalnya, bantuan untuk masjid, madrasah, pondok Pesantren, rumah sakit Pendek
kata, bantuan yang dikeluarkan untuk lembaga keumatan umat tersebut masuk
kategori infak. Sedangkan, sedekah biasanya derma yang kecil-kedl jumlahnya yang
Htsprabkan kepada orang mtRkirij pengemis, pengamen dlL Berbeda dengan zakat,
baik infak maupun sedekah keduanya adalah sunnah.

Dalam konteks Indonesia, zakat pada awalnya acap dibayarkan langsung oleh
mu^aki kepada mustahik, dan juga dihimpun melalui tokoh agama maupun masjid.
Pola berderma semacam ini tradisional sifatnya, meskipun cukup kredibel di mata
umat. Namun sejak abad ke 20, KH Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah,
mengusulkan dibentuknya lembaga amil zakat, yaitu lembaga perantara {intermediary
institusiori) yang menerima ataumenggalang zakatdariparamuzaki danmenyalurkan
mustahik seperti ditunjukkan dalam surat al-Taubah: 60. Dengan kata lain,
sesungguhnya pengelolaan Lembaga ICeuangan Publik Islammelalui organisasi yang
moderen belum lama Artinya Lembaga Keuangan Publik Islam maupun
organisasi filantropi Islam adalah fenomena moderen, meskipun praktik berderma
telah berurat akar Halam setiap etnik dan budaya masyarakat Indonesia. Praktek
berderma yang hidup tersebut umumnyaditerapkan secara X&tcGi2ih&:3i {decentrali:(ed)i
tidak terkoordinir secaranasional,ada yang tidak transparan dan untuk maksud yang
berbeda-beda serta umumnya kuat dimotivasi oleh ajaran agama.

' Sementaraitu, jikamereferensipada hadis Nabi yangotentik, maka terminologi
wakaf berbeda halnya dengan zakat atau sedekah. Akan tetapi, wakaf dapat
dikategorikan sebagai infak. Dengan kata lain, konsep infak mencakup wakaf.
Terminologi wakaf sendiri tidak secara eksplisit disitir di dalam al-Qur'an. Wakaf
Lbtr Hart pandangan Nabi saw ketdka merespon pertanyaanUmar bin Khattab yang

bermaksud menginfakkan sebidang tanah di Khaibar. Nabi bersabda, "Bila engkau
suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya". Sejarah
meriwayatkan bahwa tanah wakaf Umar itu dipergunakan tintuk fakir miskin,
pemerdekaan budak, orang tedantar dlL Sebagian Ulama memandang syari*at wakaf
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pertatna kali dilaksanakan olehUmarbin Khattab. Artinya wakaf mftngindikaRik^in
pemanfaatanbasil tanahnya, namun kekekalannya tetap terpelibara.

Sebagai salab satu institusi filantropi Islam, wakaf di dunia Muslim telab
memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan sosial ekonomi umat.
Misalnya, diMesir, Yordania, Saudi Arabia danBangladesh dengan manajemen yang
profesional, maka manfaat wakaftelab dirasakan oleb pibakyang memerlukannya.
Sebaliknya, di Indonesia wakafbelummampu memainkan peran seperti beberapa
negara Muslim yang disebut tadi. Secara spesifik, wakaf, sebagai satu institusi
filantropi Islam telab dipraktekkan sejak abad ke-15, ketika komunitas Muslim
kbususnya di Jawa mulai mendirikan masjid dan pesantren sebagai institusi
pendidikan keagamaan. Menurut Ridwan, orientasi wakaf sebagai satu tindakan
kemasyarakatan (sosial) barus diperkuat, karena trend nmnm di Indonesia wakaf
dipenmtukkan imtuk tempat ibadab (75%), sedangkan wakaf untuk tujuan
kemasyarakatan sangatminim, termasuk jugawakafuntukinstitusi pendidikan seperti
pesantren, madrasab dan perguruan tinggi (universitas)."

Secara umum, ada beberapa tantanganLembagaKeuanganPublikIslam untuk
kesejabteraan di Indonesia. Vertama, organisasi-organisasi pengelola zakat (BAZIS
dan LAZIS) belum menimjukkan akuntabilitas dan transparansi yang memadai.
Kedua, rekonseptualisasi fikib Lembaga Keuangan Publik Islam maupun filantropi
yang moderen, misalnya mengenai pemabaman konseptual asnaf delapan, casb
wakaf (wakaf tunai) atau wakaf produktif. Selain itu, diand^ttlciin adanya satu

pendekatan "pembangunan" yang lebib menitikberatkan pada investasi di bidang

infiastruktur untuk menuai keuntungan jangka panjang ketdmbang sekedarmengatasi

masalab-masalab jangka pendek.

D. Penutup

Sebagai kesimpulanakbir, solusiataspemberdayaanLembagaKeuanganPublik
Islam sebagai sebuab sistem kesejabteraan di Indonesia adalab, kerja-kerja lembaga
tersebut di masa depan, secaraideal,barus mengeksplorasimodus-modus yang kreatif

di dalam memobilisasi, mengorganisasi, dan juga menfasilitasi aktdvitas Lembaga
Keuangan Publik Islam di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan
mendoronginisitiaf-inisiatif kesejabteraan masyarakat Dalamkerangka itu dibutub-
kan suatusistem kesejabteraan bagimasyarakat Indonesiayangdi dalamnya terdapat

'Jbid.
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satu Lembaga Keuangan Publik Islam yang sifatnya nasional dan bekeija secara
transparan dan akuntabel.Tugas lembaga tersebut mengkoordinir program serta dana

ZISdan wakafyang selama inibelum| tergali secara maksimal katena masih bercerai
berai di lembaga-lembaga ZIS dan wakafyangsudah ada di Indonesia. Hal ini dapat
dipahami, kalau ZIS dan wakaf dikelola secara kelembagaan dengan baik, bukan
tidak mungkin bisa mengatasi berba^ persoalan bangsa.
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